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Abstract
This study aims to examine the synergy between the TAM theory and the theory of consumer behavior in encouraging the use of a product or service. In particular, this study aims to reveal the effectiveness of digital-based service programs, risk management, and implementation of local wisdom in rural financial institutions in increasing the financial inclusion of rural communities who are still quite far from urban communities. The research was conducted using mixed methods approach. Based on the calculation of the number of samples developed by Isaac and Michael the sample used in this study was 258 people. Data analysis on the quantitative approach was carried out using multiple linear regression models. The results showed: 1) E-Link Service has a positive effect on Financial Inclusion, 2) Perceived Risk Management has a positive effect, and 3) Tri Hita Karana has a positive effect on Financial Inclusion. The results of this research can be used as a basis for LPD management to make improvements or various forms of improvement towards providing excellent E-Link services, implementing Risk Management and the Tri Hita Karana concept more optimally to optimize the use of LPD services by customers.
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji sinergi antara teori TAM dan teori perilaku konsumen dalam mendorong penggunaan suatu produk atau jasa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas program layanan berbasis digital, manajemen risiko, dan implementasi kearifan lokal pada lembaga keuangan pedesaan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pedesaan yang masih cukup jauh dari masyarakat perkotaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan mixed methods. Berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 258 orang. Analisis data pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: 1) E-Link Service berpengaruh positif terhadap Financial Inclusion, 2) Perceived Risk Management berpengaruh positif, dan 3) Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap Financial Inclusion. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi manajemen LPD untuk melakukan perbaikan atau berbagai bentuk perbaikan menuju penyediaan layanan E-Link yang prima, penerapan Manajemen Risiko dan konsep Tri Hita Karana secara lebih optimal untuk mengoptimalkan penggunaan layanan LPD oleh nasabah.
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PENDAHULUAN
Financial inclussion (inklusi keuangan) pada era pembangunan global ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintan Indonesia. Inklusi keuangan ialah meningkatnya partisipasi dan kesempatan masyarakat untuk mengakses keuangan yang khususnya pada masyarakat unbanked (Abubakar dan Handayani, 2019). Inklusi keuangan ialah kebijakan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan (Yanti, 2019). Ketidakberdayaan sebuah kelompok untuk mendapatkan akses pada sistem keuangan membuat adanya disparitas dan kemiskinan ekonomi diantara kelompok masyarakat. Adanya fakta bahwa tidak semua penduduk Indonesia memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi menyebabkan pentingnya inklusi keuangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Irsyadinnas, 2019).
Mengacu pada hasil survei oleh OJK tahun 2019, indeks inklusi keuangan pada masyarakat di area perkotaan sebanyak 83,60%, sedangkan pada masyarakat di area pedesaan sebesar 68,49%. Ketimpangan yang cukup signifikan antara indeks inklusi keuangan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan menyebabkan pentingnya suatu layanan keuangan yang dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat pedesaan. 
Pemerintah yang diwakili oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memprogramkan berbagai layanan keuangan berbasis digital dan layanan laku pandai sebagai solusi untuk mencapai perluasan akses bagi masyarakat yang terbatas terhadap layanan keuangan yang disebabkan oleh jarak yang jauh untuk menjangkau bank, termasuk efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat. Dengan program tersebut, pemerintah berharap target inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 75% yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat tercapai secara maksimal. Implikasi layanan keuangan berbasis digital pada peningkatan inklusi keuangan telah terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Nurfalah dan Aam (2019).
Layanan keuangan berbasis digital ialah layanan jasa sebuah sistem pembayaran ataupun layanan jasa keuangan lainnya secara online melalui bantuan sarana teknologi diantaranya yakni mobile based ataupun web based yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Hanya lembaga keuangan dalam skala besar seperti perbankan yang sudah familiar terhadap pemberian layanan keuangan berbasis digital. Lembaga keuangan yang ada di desa juga seharusnya memberikan layanan keuangan berbasis digital untuk membantu peningkatan inklusi keuangan masyarakat pedesaan. Strategi tersebutlah yang mulai diadopsi oleh beberapa lembaga keuangan desa yang ada di Bali melalui sinergitas dengan perbankan.
Bali merupakan provinsi pertama yang mengembangkan lembaga keuangan mikro milik dari desa adat dimana pendiriannya berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 tahun  2012 dan kebijakan lokal awig-awig. LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki desa pakraman memiliki sifat otonom dan unik, tidak tunduk pada kebijakan pemerintah pusat dan  hanya berpedoman pada kebijakan local dimana itu adalah karakteristik yang khas dan kearifan local masyarakat di bali yang bertujuan pada penguatan ekonomi dan social budaya pada masyarakat adat bali. Lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat dikenal dengan sebutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat (Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3, 2017). Erat kaitannya untuk melestrikan dan memperluas pertumbuhan desa adat di bali maka basis dibentuknya LPD ialah di desa adat. (Mulyawan dkk, 2017). Aktivitas bisnis LPD antara lain mengumpulkan dan mendistribusikan dana, juga pelayanan jasa keuangan lainnya. Peran LPD tersebut menyerupai peran bank konvensional hanya saja lingkup usahanya ada pada desa adat. LPD sebagai penopang perekonomian di wilayah desa adat diharapkan mampu membantu pencapaian target inklusi keuangan. LPD kini telah membuka diri terhadap perkembangan teknologi melalui sinergi layanan berbasis digital dengan pihak perbankan. Sebagian besar LPD di Bali telah terhubung dengan jasa layanan E-Link milik perbankan, sehingga mempermudah LPD didalam memberikan jasa layanan keuangan berbasis digital kepada para nasbahnya. E-Link merupakan pengembangan fitur layanan laku pandai yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar. 
Membentuk sebuah peluang meningkatkan inklusi keuangan secara efektif melalui layanan keuangan berbentuk digital untuk meminimalisir biaya transaksi karena tidak diperlukan lagi layanan keuangan dalam bentuk tradisional dimana berbentuk sebuah jaringan kantor. Apalagi ditengah situasi pandemi COVID 19 yang mulai terjadi di Indonesia pada pertengahan awal bulan Maret 2020 yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan less contact economy, tentunya pemanfaatan E-Link service akan semakin diperlukan sehingga ini akan menjadi kekuatan didalam mendorong pencapaian target inklusi keuangan.Dalam pengaplikasiannya, perlu adanya dukungan untuk pemahaman atas risiko layanan keuangan digital tersebut agar perusahaan dapat mengambil langkah mitigasi risiko atas risiko yang mungkin bisa timbul dari layanan keuangan secara digital.
Sebagai unit bisnis, LPD juga sudah sepatutnya menerapkan risk management didalam menjalankan aktivitas bisnis. Risk management tidak hanya berfokus pada layanan berbasis digital yang rentan terhadap hacker, tetapi juga terhadap aktivitas operasional lainnya. Perusahaan dengan manajemen resiko yang buruk akan menghadapi kesulitan dalam menjaga kesinambungan usaha yang dilakukan perusahaan karena banyaknya resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dalam. Fenomena fraud yang melibatkan oknum pengurus LPD Desa Pekaraman Tuwed Jembrana tahun 2018 merupakan contoh dari risiko internal pada perusahaan yang bisa terjadi dikarenakan lemahnya atau buruknya manajemen risiko pada perusahaan (enterprise risk management). Keadaan yang demikian tentu akan berdampak buruk terhadap kepercayaan nasabah. Pengimplementasian Enterprise Risk Management (ERM) pada sebuah perusahaan memberikan banyak bantuan dalam mengontrol aktivitas dari manajemen sehingga nantinya perusahaan bisa meminimalisir terjadinya fraud yang merugikan perusahaan. Target inklusi keuangan tentu tidak akan tercapai apabila banyak LPD yang berfungsi sebagai penopang perekonomian desa tidak mampu lagi beroperasional dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Persepsi risiko atas produk atau layanan suatu lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap penggunaan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, seperti yang dinyatakan dalam teori perilaku konsumen dari Kotler and Keller (2012) yang menyatakan bahwa perilaku penggunaan sebuah produk atau layanan salah satunya dipengaruhi dari elemen psikologi diantarannya yakni persepsi, motivasi, keyakinan, dan pengetahuan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kesimpulan studi dari Putra dan Puspita (2019) yang memberikan kesimpulan adanya dampak secara simultan dari, kepercayaan dan persepsi risiko mengenai penggunaan, akan tetapi secara parsial persepsi risiko dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penggunaan layanan. Hasil studi dari Fitriyah (2020) juga menyimpulkan jika persepsi risiko tidak berdampak mengenai penggunaan layanan. Perbedaan hasil penelitian Putra dan Puspita (2019) dengan teori perilaku konsumen diprediksi disebabkan oleh implementasi budaya organisasi yang juga dapat mempengaruhi kepuasan pengguna yang pada akhirnya berdampak pada perilaku nasabah dalam penggunaan layanan. Pernyataan itu sejalan dengan hasil studi Qamariah (2019) yang memberikan kesimpulan jika budaya organisasi berdampak terhadap penggunaan suatu layanan oleh konsumen.
Berbagai unit bisnis di Bali termasuk LPD didalam menjalankan aktivitas operasionalnya juga tidak terlepas dari budaya lokal pada masyarakat Bali yakni Tri Hita Karana (THK). Pernyataan ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan LPD ialah Lembaga Perkreditan Desa milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat, dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang ada di Bali. Konsep THK ialah konsep nilai budaya lokal yang telah tumbuh, berkembang didalam tradisi masyarakat Bali tentang harmonisasi, dan bahkan saat ini sudah menjadi pedoman falsafah bisnis. Dipercaya jika dengan harmonisnya lingkungan di dalam LPD dengan pihak luarnya, niscaya LPD tersebut menjadi tenang dan damai, serta penuh dengan kebersamaan juga keharmonisan. Biasanya LPD di Bali cenderung mempunyai kultur organisasi yang cukup berbeda didalam melaksanakan konsep THK, alasanya karena LPD terletak pada tempat yang berbeda. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan dari sinergitas antara layanan keuangan digital berbasis E-Link dengan perceived risk management dan budaya THK didalam mendorong financial inclussion masyarakat pedesaan, khususnya yang diimplementasikan oleh LPD yang ada di Bali. Melihat hasil studi dari Adriani dan Wiksuana (2018) ditemukan hasil bahwa dari semua kabupaten yang ada di Bali, Kabupaten Bangli menduduki tingkat inklusi paling rendah yaitu 50% seperti yang tertera pada Gambar 1 dan Tabel 1. 
Permasalahan yang nantinya akan diteliti pada studi ini yakni: 1) apakah penyediaan E-Link service berpengaruh pada financial inclussion masyarakat?, 2) apakah perceived risk management berpengaruh pada financial inclussion masyarakat?, dan 3) apakah implementasi THK pada LPD dapat mempengaruhi financial inclussion masyarakat?. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk mengkaji perkembangan financial inclussion masyarakat di kabupaten tersebut pada tahun 2020, termasuk mengkaji sinergitas antara E-Link dengan perceived risk management dan budaya THK pada LPD yang terletak di Kabupaten Bangli.
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Gambar 1

Indeks Inklusi Keuangan Kabupaten atau Kota Provinsi Bali
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji sinergi antara teori TAM dan teori perilaku konsumen dalam mendorong penggunaan suatu produk atau jasa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas program layanan berbasis digital, manajemen risiko, dan implementasi kearifan lokal pada lembaga keuangan pedesaan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat pedesaan yang masih cukup jauh dari masyarakat perkotaan. Hasil pada studi ini bisa digunakan sebagai dasar oleh manajemen LPD untuk melakukan perbaikan atau berbagai bentuk perbaikan menuju penyediaan layanan E-Link yang prima, penerapan Manajemen Risiko dan konsep Tri Hita Karana secara lebih optimal untuk mengoptimalkan penggunaan layanan LPD oleh nasabah.

KAJIAN PUSTAKA
Theory of Technology Acceptance Model (TAM)
Pada literatur sistem informasi manajemen, Technology Acceptance Model (TAM) dipandang sebagai satu dari sekian perilaku dalam pemenfaat teknologi informasi. Dua faktor utama yakni perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) dan perceived usefulness (persepsi kebermanfaatan) diasumsikan memiliki dampak pada penerimaan individu atas teknologi informasi berdasarkan teori TAM (Sari, 2019). Persepsi kebermanfaatan dapat dikatakan sebagai persepsi atas tingkat kemampuan teknologi tersebut dalam membantu peningkatan kinerja, sedangkan persepsi kemudahan dapat dikatakan sebagai persepsi atas tingkat kepercayaan seseorang bilamana menggunakan sebuah sistem tertentu bisa membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Model TAM ialah sebuah konsep yang sering dipakai, oleh kebanyakan besar studi karena tersusun dari teori yang sangat kuat mendukung bahwa model TAM ialah komsep yang baik, dan TAM ialah konsep simpel dan valid sehingga dikatakan sebagai model parsimony.
Teori TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yaitu ialah semua konsep yang berdasar pada sebuah alasan dimana reaksi dan persepsi individu mengenai sebuah hal bisa memastikan sikap dan juga perilaku orang tersebut. Maka dari itu, TAM banyak digunakan guna memperkirakan tingkat akseptasi pemakai dan pemakaian pemakaian yang berdasar pada kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi. Implikasi akseptasi dapat dipelajari dengan menguji dampaknya kepada pemakai individual. TAM ialah teori psikologis yang dipergunakan untuk menjelaskan tindakan pemakai teknologi informasi dengan kepercayaan (belief), sikap (attitude), minat (intention), dan hubungan perilaku pengguna (user behavior relationship) sebagai elemen penjelasnya. 
Teori Perilaku Konsumen

Kebiasaan konsumen merupakan suatu alur yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai, kemudian mengevaluasi, dan menghabiskan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Kusumawati, 2020). Perilaku konsumen ialah pergerakan diantara pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan tempat dimana manusia melaksanakan pertukaran bagian kehidupan  (Pater and Olson, 2013). 
Kotler and Amstrong (2010) menyatakan perilaku pembelian konsumen dipengaruhi dari unsur-unsur budaya, sosial, psikologi dan pribadi. Unsur bisa digolongkan menjadi budaya, sub budaya dan kelas sosial. Unsur budaya ialah sebab yang mendasar dari tindakan seseorang. Budaya ialah gabungan nilai-nilai yang mendasar, persepsi, keinginan dan tingkah laku yang didapat individu dari masyarakat maupun keluarga. Sub budaya seperti agama, kebangsaan, kelompok, ras atau wilayah tempat tinggal. Unsur social seperti keluarga, kelompok juga sangat mempengaruhi tindakan konsumen.
Psikologi yang membentuk perilaku konsumen dalam mengambil sikap dalam  pembelian erat kaitannya dengan motivasi, persepsi, pengetahuan. Sedangkan karakteristik pribadi yang juga sangat mempengaruhi keputusan membeli erat kaitannya dengan usia dan tahapan daur kehidupan, situasi ekonomi, gaya dalm hidup, kepribadian, konsep diri, dan pekerjaan. 
Financial Inclussion


Inklusi keuangan (financial inclussion) memiliki dua kata yakni inklusi dan keuangan. Inklusi umumnya diartikan sebagai memasukkan, sedangkan keuangan diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut tentang uang. Inklusi keuangan ialah meningkatnya kesempatan dan keikutsertaan masyarakat untuk mengakses keuangan yang khususnya pada masyarakat unbanked (Abubakar & Handayani, 2019). Financial inclussion juga diartikan sebagai hak semua orang untuk masuk dan menerima layanan penuh dari pihak lembaga keuangan dengan tepat waktu, terjangkau, informative, dan penuh penghormatan (Septiyani 2019). Tekanan inklusi keuangan ialah sebuah bentuk sedang didalaaminya layanan keuangan untuk masyarakat agar memanfaatkan produk jasa keuangan yakni seperti transfer dan penyimpangan dana dengan amanmengajukan kredit dan asuransi, dan juga transaksi lainnya. Bank sentral di Indonesia yakni BI memiliki program keuangan inklusif yang menyatu dengan teknologi keuangan dengan besar harapan meningkatkan penggunaan layanan perkbankkan oleh masyarakat (BI, 2019). Inklusi keuangan sebagai saranan kunci penurunan kemiskinan dikarenakan dapat dapat melayani masyarakat yang belum terjangkau untuk meningkatkan produktivitasmasyarakat. Inklusi keuangan memberikan seseorang untuk menyimpan dana dan juga meminjam dana untuk perluasan bisnis. Rencanan nasional keuangan inklusif, strategi keuangan inklusif dipaparkan kedalam empat pilar yakni edukasi keuangan, pelayanan keuangan pada sektor pemerintah, fasilitas intermediasi dan distribusi serta perlindungan konsumen (Septiyani, 2019).

Edukasi keuangan ialah rencana peningkatan kapabilitas didalam pengelolaan keuangan yang diawali dengan pemahaman juga kesadaran masyarakat. Cakupan edukasi keuangan meliputi: a) pemberian pemahaman dan kesadaran tentang berbagai produk dan jasa keuangan yang ada; b) pemahaman dan kesadaran akan resiko dari produk jasa keuangan; c) perlindungan nasabah. Peningkatan transparansi untuk transaksi nontunai ialah fungsi dari pilar layanan keuangan pada sector pemerintah. Pilar fasilitas intermediasi dan distribusi mencakup: a) memfasilitasi pertemuan antara masyarakat produktif dengan lembaga keuangan untuk menghindari asimetris informasi, b) meningkatkan skala usaha dengan mengadakan kerjasama, dan c) eksplorasi kemungkinan perkembangan produk, jasa dan saluran distribusi, inovatif dimana tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Pilar perlindungan konsumen memiliki tujuan memberikan rasa aman masyarakat dalam berurusan dengan lembaga keuangan dan memastikan agar lembaga keuangan melaksanakan prinsip perlindungan konsumen yakni antara lain keterbukaan, penerimaan perilaku adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian permasalahan konsumen secara sederhana, biaya terjangkau, dan cepat.

Layanan Berbasis Digital (E-Link)


E-Link service merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019). Dengan adanya layanan E-Link melalui para agen perbankan, dari lembaga perbankan sendiri sudah berusaha untuk memberikan kemudahan nasabah untuk bertransaksi. Agen-agen perbankan yang terhubung dalam E-Link dapat menyelenggarakan layanan keuangan berbasis digital yang dapat diakses melalui m-banking ataupun e-banking seperti layanan yang diberikan oleh perbankan. Layanan m-bankingialah layanan jarak jauh agar nasabah tidak perlu lagi dating ke bank. Fasilitas yang disediakan pada mobile banking ataupun internet banking sama seperti ATM yaitu dapat melakukan pemindahan dana, mengecek mutasi rekening, mengecek saldo rekening, dan melakukan berbagai bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, pembayaran cicilan kartu kredit, telepon, handphone, asuransi, dan pembelian pulsa. 

Perceived Risk Management

Perceived risk management didefinisikan pemikiran nasabah akan adanya ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan resiko yang nantinya dihadapi nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa perusahaan (Chin, 2015). Persepsi risiko diartikan sebagai pemikiran konsumen akan sebuah ketidakpastian dan resiko yang mungkin nanti akan diterima dari pembelian sebuah produk (Prabowo, 2019). Beberapa komponen dari faktor persepsi risiko antara lain: 1) risiko keuangan yang berkaitan dengan risiko layanan yang dibeli mungkin tidak akan mencapai keuntungan moneter terbaik untuk konsumen atau pengguna, 2) risiko psikologis yang berkaitan dengan risiko pemilihan atau kinerja produsen akan memiliki efek negatif pada konsumen, 3) risiko fraud yang berkaitan dengan risiko kecurangan yang dilakukan oleh pihak produsen yang dapat berdampak kerugian bagi konsumen, 4) risiko privasi yang berkaitan dengan risiko penyebaran informasi pribadi konsumen yang bersifat rahasia, dan 5) risiko informasi yaitu berkaitan dengan risiko atas informasi yang tidak relevan dan tidak akurat.
Tri Hita Karana (THK)


THK ialah tiga sebab timbulnya kebahagiaan. Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan tersebut diantaranya Parahyangan, Pawongan dan Palemahan. Parahyangan ialah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat yang beragama berdasarkan akan kerangka theology yang diyakini oleh seseorang maka kita pertama kali harus menciptakan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta dengan cara bekerja keras dengan percaya pada kemampuan yang dimiliki. Hubungan harmonis antar sesame manusia disebut sebabagi pawongan. Antar umat beragama agar menjaga komunikasi dengan mengadakan kegiatan Sima Krama atau silahturahmi. Manusia selalu hidup berdampingan maka dari itu kegiatan ini enting dan wajib dilaksanakan. Maka dari itu tali persaudaraan harus teteap terjalin secara harmonis. Berdasarkan konsep THK, implementasi dari bagian hubungan manusia dengan manusia (Pawongan) dikaitkan dengan komunikasi kelompok di mana komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari yang terjadi pada suatu kelompok untuk mendapatkan tujuan yang dikehendaki seperti pemecahan masalah atau informasi guna peningkatan karakteristik individu (Daryanto dan Muljo, 2016). Sedangkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya disebit palemahan. Ajaran ini memberikan penekanan terhadap umat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menwujudkan keharmonisan lingkungan dan ekosistem yang seimbang (Subagia, 2016). 
E-Link Service dan Financial Inclussion

E-Link service merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis digital yang diinovasikan dengan peningkatan pemanfaatan data nasabah untuk melayani nasabah agar lebih cepat, mudah, dan juga sesuai dengan kebutuhan nasabah juga dapat dilakukan mandiri oleh nasabah, tetapi tetap memperhatiakan keamanan (POJK No. 12, 2018). E-Link service merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019).

Layanan keuangan berbasis digital seperti pembayaran, transfer, dan informasi saldo yang dapat diakses melalui m-banking ataupun e-banking layaknya jasa layanan yang disuguhkan oleh perbankan dapat diselenggarakan oleh agen-agen perbankan yang terhubung dalam E-Link seperti LPD. Kebermanfaatan layanan tersebut didalam membantu mempermudah transaksi para nasabah dengan layanan 24 jam tentu akan mendorong keinginan nasabah atau masyarakat untuk menggunakan jasa layanan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa financial inclussion tercapai. Financial inclussion ialah peningkatan pemberian kesempatan dan keikutsertaan masyarakat untuk mengunjungi layanan keuangan khususnya pada masyarakat unbanked (Abubakar & Handayani, 2019).

Persis dengan yang dipaparkan dalam teori TAM dimana faktor yang dapat mendorong sikap penggunaan teknologi informasi oleh pengguna adalah faktor persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived easy of use) didalam pemakaian teknologi informasi tersebut (Eltin 2019). Persepsi kebermanfaatan merupakan tingkat keyakinan seseorang jika memakai system tertentu akan meningkatkan ketercapaian tujuan kerja, sedangkan persepsi kemudahan berpedoman pada tingkatan kepercayaan individu dimana penggunaan teknologi tertentu akan memudahkan pekerjaan. Pernyataan teori tersebut juga telah didukung hasil studi dari Nurfalah dan Aam (2019) yang memberikan bukti bahwa aplikasi connected tersebut dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan.  Nurfalah dan Aam (2019) menyatakan bahwa solusi inovasi digital sangat membantu peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui pembuatan aplikasi “Connected, One Stop Solution”. Berpedoman pada pengembangan teoritis dan studi oleh peneliti terdahulu maka studi ini merumuskan hipotesis :

H1:  E-Link service berpengaruh positif pada financial inclussion masyarakat.

Perceived Risk Management dan Financial Inclussion


Perceived risk management diartikan sebagai pemahaman nasabah mengenai ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan konsekuensi negatif yang dihadapi nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa layanan suatu perusahaan (Chin, 2015). LPD yang mampu mengontrol dan bahkan menghindari berbagai bentuk risiko dan konsekuensi negatif bagi para nasabahnya sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh LPD, maka tentu saja hal ini akan berpengaruh pada rasa percaya nasabah didalam mengkonsumsi jasa pelayanan yang diberikan oleh LPD dan akan sangat mempengaruhi persepsi nasabah atau masyarakat terhadap tata pengelolaan risiko yang telah dijalankan dengan oleh manajemen LPD. Kepercayaan ini yang akan mendorong keinginan nasabah atau masyarakat untuk menggunakan jasa layanan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa financial inclussion tercapai.

Kotler and Amstrong (2010) menyatakan keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh unsur budaya, sosial, pribadi dan psikologi. Psikologi yang membentuk perilaku konsumen dalam mengambil keputusan dalam pembelian berkaitan pada motivasi, persepsi, pengetahuan dan sikap. Persepsi atas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen LPD juga menjadi penentu kenyamanan nasabah didalam menggunakan berbagai jenis layanan yang disediakan oleh LPD. Hasil penelitian Putra dan Puspita (2019) juga menyatakan bahwa secara simultan adanya dampak dari persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap penggunaan e-banking yang merupakan salah satu jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh perbankan. Berpedoman pada pengembangan teoritis dan dan hasil dari penelitian terdahulu maka studi ini merumuskan hipotesis :

H2: Perceived Risk Management berpengaruh positif pada financial inclussion masyarakat.

Tri Hita Karana dan Financial Inclussion

Penggunaan layanan oleh masyarakat juga tidak terlepas dari budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat sekitar. Budaya lokal THK yang terdiri dari konsep Parahyangan, Palemahan dan Pawongan yang juga menjadi landasan organisasi LPD merupakan konsep yang dapat mendekatkan organisasi dengan para nasabahnya. Dalam konsep Parahyangan, tata kelola LPD harus memperhatikan adanya eksistensi dari perwujudan bangunan suci. Di tempat suci komunitas manusia dapat melakukan sujudnya  kepada Tuhan. Dengan implementasi ini diharapkan setiap karyawan LPD akan mampu mengimplementasikan ajaran agama melalui pemikiran yang suci, perbuatan maupun perkataan yang sopan dan baik. Sujud bakti kepada Tuhan juga akan membawa umat manusia menuju pikiran yang suci, dan ketulusan dalam memberikan pelayanan dengan penuh itikad baik kepada para konsumen, sehingga masyarakat selaku nasabah akan merasa nyaman didalam melakukan transaksi di LPD. Dalam aspek Pawongan, pengelola LPD harus menghormati hak-hak individu dan menilai setiap individu itu setara, baik itu bagi karyawan ataupun bagi masyarakat selaku konsumen LPD. Melalui implementasi ini, diharapkan akan mempererat rasa kebersamaan diantara karyawan dan juga semakin menciptakan loyalitas nasabah kepada LPD. Dan dalam aspek Palemahan, LPD juga seharusnya memperhatikan lingkungan alam melalui wujud menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi para karyawan dan bagi para nasabah yang berkunjung. Kotler and Amstrong (2010) menyatakan perilaku pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh unsur budaya, maka dari itu budaya organisasi berbasis THK yang mampu bersinergi dengan budaya masyarakat sekitar tentunya akan semakin mendekatkan manajemen LPD dengan para nasabahnya. Hubungan kedekatan ini yang akan semakin menumbuhkan rasa loyalitas dari para nasabah atau masyarakat untuk mengakses jasa layanan yang diberikan oleh LPD. Berpedoman pada pengembangan teoritis dan hasil penelitian terdahulu jadi studi ini merumuskan hipotesis :
H3 : Tri Hita Karana berpengaruh positif pada financial inclussion masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian adalah merupakan penelitian kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif atau yang sering dikenal dengan mixed methods. Mixed methods ialah teknik yang mengadopsi lebih dari satu teknik riset guna memberikan penjelasan yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti. Model mixed method yang dipilih ialah sequential explanatory yakni tekni penelitian kombinasi dimana itu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana penelitian kuantitatif dahulu baru selanjutnya kualitatif (Sugiyono, 2018). Sumber data pada studi ini ialah data primer yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner dan juga hasil dari wawancara.

Populasi penelitian adalah seluruh nasabah LPD di Bangli yang menggunakan E-Link yaitu sejumlah 997 orang. Dari total 159 LPD yang tersebar di empat Kecamatan Kabupaten Bangli, hanya tujuh LPD yang menggunakan program E-Link yaitu LPD Ulian, LPD Palak Tiying, LPD Pengotan, LPD Metra, LPD Blancan, LPD Kebob, dan LPD Bayung Gede. Pemilihan jumlah anggota sampel yang dipakai pada studi ini berdasarkan pada metode sampel hasil pengembangan dari Isaac dan Michael (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pada perhitungan penentuan banyaknya sampel pada tingkat kesalahan 5%, jadi banyaknya sampel yang digunakan pada studi ini sejumlah 258 orang yang berasal dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Pemilihan anggota sampel yang akan dijadikan subjek penelitian dilaksanakan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria merupakan nasabah LPD yang menggunakan fasilitas E-Link service, dengan rata-rata transaksi minimal 15 kali dalam setahun menggunakan fasilitas E-Link service. Kriteria ini digunakan untuk mendapatkan anggota sampel yang telah memahami tentang fasilitas E-Link service sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal.

Pengumpulan data pada pendekatan kuantititaif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para nasabah LPD. Sedangkan pengumpulan data pada pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan para nasabah dan kepada para pengurus serta karyawan LPD.
E-Link service merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis digital yang terus dikembangkan melalui optimalisasi pemanfaatan data nasabah guna meningkatkan pelayanan terhadap nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan juga bisa dilakukan secara mandiri seluruhnya oleh nasabah tetapi tetap memperhatikan aspek keamanan  (POJK No. 12, 2018). E-Link service merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur E-link service antara lain pemahaman kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived easy of use). Data terkait E-link service diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada para nasabah yang terdiri dari beberapa poin pernyataan yang mana diambil dari sebuah penelitian Wildan (2019) dan Anisa (2016) yang disesuaikan dengan topik penelitian. Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama Likert 4 poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4. Informasi terkait E-link service kemudian diperdalam melalui wawancara dengan pihak LPD.
Perceived risk management diartikan sebagai suatu persepsi yang dimiliki nasabah tentang ketidakpastian, ketidaknyamanan, serta suatu konsekuensi yang sifatnya negatif yang mana kemungkinan dihadapi oleh nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa layanan suatu perusahaan (Chin, 2015). Perceived risk management mengadopsi penelitian Rendra (2011) dengan mengukur item pernyataan  yang disesuaikan dengan topik penelitian. Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama Likert 4 poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4. Indikator yang digunakan untuk mengukur perceived risk management antara lain financial risk, psychological risk, privacy risk,  fraud risk product risk, dan information risk.

THK adalah tiga penyebab terciptanya kebahagiaan diantaranya: a) Harmonisasi  hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yakni disebut parahyangan, b) Harmonisasi hubungan antar sesame manusia yang disebut pawongan, dan c) harmonisasi hubungan antara manusia dengan lingkungan disebut palemahan. THK diukur dengan mengadopsi penelitian dari Nopiyani (2019). Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama Likert 4 poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4.
Financial inclussion juga diberikan definisi dimana merupakan suatu hak yang mana dimiliki oleh setiap orang dalam mengakses serta mendapatkan layanan secara penuh dari seluruh lembaga keuangan dengan baik dan selalu mendapatkan kehormatan secara penuh terhadap harkat serta martabat orang tersebut (Septiyani, 2019). Financial inclussion diukur melalui item pernyaan yang diadopsi dari penelitian Septiyani (2019). Kuesioner diukur dengan memanfaatkan suatu skala yang bernama Likert 4 poin, dimana sangat tidak setuju memiliki poin 1, tidak setuju memiliki poin 2, setuju memiliki poin 3 serta sangat setuju memiliki poin 4. Indikator untuk mengukur financial inclussion yang meliputi edukasi keuangan, intermediasi dan dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen.

Analisis data pada pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan model regresimlinearmberganda. Data dianalisis dengan bantuan perangkat lunak  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25. Persamaan model regresi sederhana adalah sebagai berikut.
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Menurut Ghozali (2013: 97), goodness of fit dilaksanakan guna mengetahui ketepatan dari fungsi regresi sampel didalammenalar skor actua, dan secara statistic bisa diukur dengan uji F dan  nilai koefisien determinasi (R2). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan pengujian pada nilai statistik t (uji signifikan parameter individual). Analisis kualitatif kemudian dilakukan atas data yang diperoleh melalui tahapan wawancara yang sebelumnya diuji validitas data triangulasi yang melibatkan : 1) alur reduksi data analisis yang mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data hingga berupa kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi, 2) penyajian data sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan 3) menarik kesimpulan.
HASIL PENELITIAN
Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kumpulan data studi atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Analisis deskriptif dilaksanakan guna memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yaitu E-Link Service, Perceived Risk Management, Tri Hita Karana, dan Financial Inclussion. Hasil pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2.
Hasil dari dilakukannya analisis deskriptif tercantum pada Tabel 2 memeperlihatkan bahwa skor rerata E-Link Service adalah sebesar 17,89 dengan skor terendah sebesar 15 dan skor tertinggi sebesar 20. Nilai simpangan baku sebanyak 1,862 yang skornya lebih rendah dari skor rerata sebesar 17,89 menunjukkan bahwa penilaian terhadap E-Link Service pada LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Nilai rata-rata adalah Perceived Risk Management adalah sebesar 26,26 dengan skor terendah sebesar 21 dan skor tertinggi sebesar 31. Nilai simpangan baku sseumlah 2,539 yang skornya dibawah dari skor rerata sebanyak 26,26 menunjukkan bahwa penilaian terhadap Perceived Risk Management pada LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Demikian pula untuk nilai simpangan baku Tri Hita Karana sebesar 1,968 memiliki skor yang lebih rendah dari skor rerata sebesar 21,03 sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap Tri Hita Karana pada LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Nilai minimum dan nilai maksimum untuk penilaian Tri Hita Karana adalah sebesar 19 dan 24. Nilai simpangan baku Financial Inclussion sebesar 2,729 mempunyai skor dibawah dari skor rerata sebesar 24,03 sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap Financial Inclussion pada LPD memiliki fluktuasi yang kecil. Skor terendah dan skor tertinggi untuk penilaian Financial Inclussion adalah sebesar 20 dan 28.
Data pengamatan tentang E-Link Service, Perceived Risk Management, Tri Hita Karana, dan Financial Inclussion yang telah disusun selanjutnya akan diklasifikasikan kedalam tiga kategori yakni kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah untuk melihat tingkat E-Link Service, Perceived Risk Management, Tri Hita Karana, dan Financial Inclussion LPD berdasarkan penilaian nasabah. Langkah yang dilakukan adalah membagi data kedalam tiga kategori seperti rumus  pada Tabel 3.
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Std.
N Minimum  Maximum  Mean Deviation

E-Link Service 258 15 20 17.89 1.862
Perceived Risk 258 21 31 26.26 2539
Management

Tri Hita Karana 258 19 24 21.03 1.968
Financial Inclussion 258 20 28 24.03 2.729
Valid N (listwise) 258

Sumber : Data diolah, 2020
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Hasil dari pengelompokkan data E-Link Service berdasarkan perhitungan rumus pada Tabel 3 disajikan pada Tabel 4. Variabel E-Link Service memiliki rentang X > 19 untuk kategori tinggi, 16 <  X < 19 untuk kategori sedang, dan X < 16 untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 31,78% penilaian nasabah terhadap kebermanfaatan E-Link Service terkategori tinggi, 41,86% dengan kategori sedang, dan 26,36% dengan kategori rendah. Hasil itu memperlihatkan umumnya nasabah memberikan penilaian terhadap kebermanfaatan E-Link Service yang disediakan oleh LPD berada pada kategori sedang.
Tabel 4. Hasil Kategorisasi Data E-Link Service
	Kategori
	Skor
	Jumlah
	Persentase

	Tinggi
	>  19
	82
	31,78%

	Sedang
	16 – 19
	108
	41,86%

	Rendah
	< 16
	68
	26,36%

	Total
	
	258
	100%


Sumber : Data yang diolah, 2020
Hasil kategorisasi data Perceived Risk Management berdasarkan perhitungan rumus pada Tabel 3 disajikan pada Tabel 5 berikut.

[image: image7.png]Tabel 5. Hasil Kategorisasi Data
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Kategori_Skor _Jumlah_Persentase
Tingei > 29 66 25,58%
Sedang 24 - 129 50%

29
Rendah <24 63 24.42%
Total 100%

Sumber: Data yang diolah, 2020




Variabel Perceived Risk Management memiliki rentang X > 29 untuk kategori tinggi, 24 <  X < 29 untuk kategori sedang, dan X < 24 untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 25,58% Perceived Risk Management nasabah pada LPD terkategori tinggi, 50% dengan kategori sedang, dan 24,42% dengan kategori rendah. Hasil itu memperlihatkan pada umumnya Perceived Risk Management nasabah pada LPD berada pada kategori sedang.

Hasil kategorisasi data Tri Hita Karana dan  Financial Inclussion berdasarkan perhitungan rumus pada Tabel 3 disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7. Variabel Tri Hita Karana memiliki rentang X > 23 untuk kategori tinggi, 20 <  X < 23 untuk kategori sedang, dan X < 20 untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 28,68% penilaian nasabah terhadap implementasi Tri Hita Karana pada LPD terkategori tinggi, 46,13% dengan kategori sedang, dan 25,19% dengan kategori rendah. Hasil memperlihatkan jika umumnya nasabah memberikan penilaian terhadap terhadap implementasi Tri Hita Karana pada LPD pada kategori sedang.

Tabel 6. Hasil Kategorisasi Data Tri Hita Karana
	Kategori
	Skor
	Jumlah
	Persentase

	Tinggi
	>  23
	74
	28,68%

	Sedang
	20 – 23
	119
	46,13%

	Rendah
	< 20
	65
	25,19%

	Total
	
	258
	100%


  Sumber: Data yang diolah, 2020
Tabel 7. Hasil Kategorisasi Data Financial Inclussion
	Kategori
	Skor
	Jumlah
	Persentase

	Tinggi
	>  27
	58
	22,48%

	Sedang
	21 – 27
	144
	55,82%

	Rendah
	< 21
	56
	21,70%

	Total
	
	258
	100%


  Sumber: Data yang diolah, 2020
Variabel Financial Inclussion memiliki rentang X > 27 untuk kategori tinggi, 21 <  X < 27 untuk kategori sedang, dan X < 21 untuk kategori rendah. Berdasarkan kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa 22,48% Financial Inclussion masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori tinggi, 55,82% dengan kategori sedang, dan 21,70% dengan kategori rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum Financial Inclussion masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori sedang.

Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas residual dilaksanakan dengan memakai uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov bisa dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 menyatakan skor signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) berada pada nilai 0,184 artinya memiliki skor lebih tinggi dari taraf signifikansi 5% (0,05). Mengacu pada hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa residual memiliki distribusi yang normal.
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Hasil Uji Multikolonieritas
Pendeteksian terjadi atau tidak terjadinya gejala multikolinearitas di dalam sebuah model regresi dapat ditentukan dari Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off dipakai guna memperlihatkan adanya multikolinearitas yakni nilai VIF > 10. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai tolerance > 0,10. 
Hasil dari uji multikolinearitas tercantum pada Tabel 9. Hasil dari uji multikolonieritas memperlihatkan jika tidak terjadi sebuh gejalan multikolonieritas. Skor Centered VIF semua variabel bebas ada dibawah skor 10 (VIF < 10) yaitu 1,804, 1,462, dan 1,654. Nilai tolerance juga berada di nilai > 0,10 yaitu 0,554, 0,684, dan 0,605.
Tabel 9. Hasil Uji Multikolonieritas
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Sumber: Data yang diolah, 2020

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model glejser digunakan untuk menguji terjadinya atau tidak sebuah tanda-tanda heterokedastisitas. Model ini dilaksanakan melalui meregresikan skor absolute ei dengan variabel bebas. Jika tidak satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (nilai absolute ei), maka tidak ada heterokedastisitas.
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Syarat skor signifikansi antar tiap variabel independen dengan absolut residual diatas dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 10. Hasil dari uji glejser memperlihatkan tidak adanya gejalan dari heterokedastisitas. Dibuktikan melalui skor signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap absolut residual tidak adanya signifikan pada skor alpha 5% (0,05) yakni berada pada posisi 0,066, 0,836, dan 0,249.
Hasil Analisis Regresi
Studi ini memakai analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dari variabel independen pada variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda \ ditampilkan pada Tabel 11, Tabel 12, dan Tabel 13.
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Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan uji hipotesis adalah pengujian kelayakan pada model penelitian yang dilaksanakan melalui uji F (F test) untuk mengetahui dampak variabel independen mengenai variabel dependen. Hasil pada uji F memberikan skor yang signifikan maka dari itu model bisa dipergunakan untuk mengujui hipotesis. Tabel 11 memperlihatkan bahwa nilai F memiliki nilai signifikansi 0,00. SKor signifikansi hasil pada uji F berapa pada posisi dibawah tingkat signifikansi yang ditetapkan yakni α = 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu E-Link Service, Perceived Risk Managemen dan Tri Hita Karana secara berssama-sama berdampak signifikan pada Financial Inclussion. Nilai signifikansi hasil uji F (0,00) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang menjadi patokan (α = 0,05) memperlihatkan model regresi dapat dinyatakan fit (layak) sehingga pembuktian hipotesis dapat dijalankan ke step berikutnya.

Uji t parsial digunakan untuk menguji dampak variabel independen dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Seluruh variabel bebas memepunyai skor probabilitas signifikansi sebesar 0,01, 0,041 dan 0,047 yang berposisi dibawah skor signifikansi yang dijadikan acuan yakni α = 0,05. Hasilnya ini memeperlihatkan bahawa variable bebas yaitu E-Link Service, Perceived Risk Management dan Tri Hita Karana melalui terpisah berdampak signifikan terhadap Financial Inclussion. 

E-Link Service mempunyai skor signifikansi 0,01 < 0,05. Nilai koefisien regresi E-Link Service memiliki tanda positif yakni sebesar 0,530. Artinya hipotesis pertama disetujui, jadi E-Link Service berdampak positif pada Financial Inclussion. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa Perceived Risk Management berdampak positif pada Financial Inclussion dengan skor signifikansi 0,041 < 0,05. Nilai koefisien regresi Perceived Risk Management memberi tanda positif sebesar 0,130.  Artinya hipotesis kedua disetujui. Perceived Risk Management berdampak positif pada Financial Inclussion. Variabel bebas yakni Tri Hita Karana mempunyai skor signifikansi 0,047 < 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,236.  Artinya hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa Tri Hita Karana berdampak positif pada Financial Inclussion. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Financial Inclussion dipengaruhi oleh E-Link Service, Perceived Risk Management dan Tri Hita Karana dengan persamaan regresi sebagai berikut.

FI =  5,971 + 0,530 ES + 0,130 PRM + 0,236 THK + ε 
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Tabel 13. Hasil Uji Koefisien
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Hasil pengujian seperti yang disajikan pada Tabel 13 memberikan informasi jika nilai dari Adjusted R-squared sebesar 0,696 yang mana memberikan pengertian jika variabel bebas memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan varian terikat dengan besaran 69,9%, yang mana sisanya dengan besaran 30,4% memberikan penjelasan dari variabel lainnya yang tidak ikut dimasukkan ke dalam penelitian ini.
Hasil Analisis Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan para petugas LPD yang mengoperasionalkan E-Link Service, serta wawancara dengan ketua LPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPD Bayung Gede yang mengoperasionalkan E-Link Service yaitu atas nama Made Sukarna diperoleh informasi bahwa :

“Layanan online sejak tahun 2020 yang kerjasama dengan Bank BPD dan Bank BRI ini sangat membantu masyarakat karena bisa untuk bayar pajak, listrik BPJS, dan samsat online. Semenjak ada layanan online ini nasabah semakin sering transaksi ke LPD dan bahkan masyarakat yang bukan nasabah juga semakin sering menggunakan layanan online ini, kesempatan untuk kami menawarkan mereka untuk menjadi nasabah LPD agar mendapat fasilitas biaya transaksi yang lebih murah daripada non nasabah. 

Selanjutnya Bapak Made Sukarna juga memberikan informasi terkait dengan kendala ketika mengoperasionalkan layanan E-Link Service :

Kalau yang layanan online kerjasama dengan Bank BPD memang juga mudah digunakan seperti layanan online yang kerjasama dengan Bank BRI, hanya saja layanan online yang sistem dari Bank BPD pengamanannya lebih ketat sehingga yang berhak memberikan password token atau pin transaksi hanya 1 orang itu saja yaitu ketua LPD. Ketika pin tersebut sudah didapatkan dari Ketua LPD baru transaksi dapat dilanjutkan oleh user E-Link makanya perlu waktu yang lebih lama belum lagi jika ketua LPD sedang tidak di kantor.”

Bendahara LPD Pengotan yang diberikan kewenangan dalam monitoring E-Link Service atas nama I Nengah Cermen menyatakan bahwa :

“Kami di LPD punya layanan online namanya LPD digital yang baru berjalan tahun 2020 ini. Nasabah bisa beli listrik, bayar BPJS dan bahkan transfer ke rekening bank lain tapi kalau dari bank lain transfer ke rekening LPD belum bisa jadi pengirim harus transfer dulu ke rekening penampungan kita di bank baru kami tarikkan dan kirim ke rekening nasabah penerima dana di LPD. Namun terdapat kendala dalam pemanfaatannya secara optimal karena belum banyak masyarakat yang melek teknologi. Semakin banyak nasabah datang untuk minta bantuan petugas LPD dalam melakukan transaksi online, sejak layanan ini ada semua transaksi nasabah menjadi lebih cepat.”

Terkait dengan keamanan transaksi Ketua LPD Palak Tiying Bapak I Wayan Warnama menyatakan bahwa :


“Sebelum ada sistem online yang terintegrasi seperti yang diterapkan mulai tahun 2020, kami sebagai pengurus inti LPD sangat sulit mengontrol kemanan dana nasabah terutama yang dijemput bola oleh petugas lapangan. Pemberitaan yang paling sering yang menyebabkan LPD bermasalah kan kenakalan petugas lapangan yang tidak setorkan tabungan nasabah. Tapi semenjak ada layanan LPD digital petugas dipantau oleh sistem. Setiap ada nasabah nabung petugas lapangan harus input di alat sistem keliling yang dibawa agar keluar struk bukti transaksi sistem, nasabah juga akan menerima sms banking yang menyatakan transaksinya berhasil. Kami sudah menginformasikan kepada nasabah bahwa jika mereka nabung harus minta bukti print out sistem karena jika tidak mendapat struk maka ketidakamanan dana yang belum diinput petugas lapangan bukan menjadi tanggungjawab LPD tapi menjadi tanggungjawab nasabah sebagai konsekuensinya.”

Bapak I Wayan Kertayasa yang bertugas pada bagian admin yang juga diberi tugas untuk mengoperasionalkan layanan E-Link menyatakan bahwa keluhan nasabah terkait layanan E-Link Service hanya berkaitan dengan kegagalan transaksi dengan pernyataan sebagai berikut.

“Selama ini keluhan nasabah hanya karena kegagalan transaksi yang bisa sampai tiga empat kali akibat pembayaran pada tanggal mendekati deadline sehingga mungkin sistem di pusat eror karena diakses se-Indonesia, tapi kalau masalah kegagalan transaksi dan uang tidak kembali tidak pernah terjadi di LPD kami.”

Terkait dengan wujud filosofi Tri Hita Karana didalam program kegiatan LPD Kebon, Bapak I Dewa Made Putra Yasa sebagai ketua LPD Kebon menyatakan bahwa :


“Terdapat dana sosial yang memang disisihkan dari laba LPD yang diperuntukkan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti pada saat pandemi covid 19 ini LPD Kebon memberi sumbangan sembako, kami juga tiap tahunnya memberi beasiswa anak berprestasi tingkat SD dan SMP yang masuk 4 peringkat besar. Kami juga sering memberi sumbangan dalam upacara keagamaan seperti acara ngaben, acara odalan di Pura Desa.”

Pernyataan dari para karyawan LPD tersebut terkonfirmasi oleh jawaban dari salah satu nasabah LPD Kebon atas nama I Gusti Ayu Arini yang menyatakan bahwa :


“Tiyang percaya transaksi di LPD karna maan bukti transaksi, pis aman sing taen ilang, aluh bertransaksi karena dibantu pegawe dan bisa transaksi mandiri, jani be ade layanan online keliling mekejang ngidaang  uli mayah BPJS ajak transfer sing perlu joh-joh teke ke bank. Pelayanan LPD ramah, sube akrab ajak pegawene, tiyang semakin sai bertransaksi di LPD.”

Sebagai orang Bali yang tinggal di Pedesaan, I Gusti Ayu Arini memberikan tanggapan menggunakan Bahasa Bali. Makna pernyataan dari I Gusti Ayu Arini dalam Bahasa Indonesia adalah:


“Saya percaya transaksi di LPD karena dapat bukti transaksi, uang aman tidak pernah hilang, transaksi mudah karena dibantu oleh karyawan dan transaksi juga dapat dilakukan secara mandiri, sekarang ada pelayanan online keliling yang bisa melakukan transaksi pembayaran BPJS hingga melakukan transaksi transfer tidak perlu datang jauh-jauh ke bank. Pelayanan LPD ramah dan saya sudah akrab dengan karyawannya, saya semakin sering bertransaksi di LPD.”
PEMBAHASAN

Pengaruh E-Link Service pada Financial Inclussion 
Hasil regresi memberikan pengertian jika hipotesis yang pertama dinyatakan mampu diterima, dimana E-Link Service berpengaruh positif pada Financial Inclussion yang berarti bahwa semakin masyarakat merasakan kebermanfaatan E-Link Service yang diberikan oleh pihak LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. 
E-Link merupakan salah satu bentuk layanan keuangan berbasis digital dilaksanakan perkembangan yang dilakukan dengan cara memberikan pemanfaatan yang optimal pada data yang dimiliki nasabah yang mana disini bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang cepat, lebih mudah serta mampu disesuaikan dengan segala kebutuhan dari nasabah dan juga mampu diterapkan oleh nasabah dengan cara yang mandiri serta berpedoman pada aspek mengenai pengamanan (POJK No. 12, 2018). E-Link service merupakan layanan keuangan yang berbasis keagenan yang diperuntukkan untuk memberikan layanan keuangan daring kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan yang dapat diakses selama 24 jam melalui aplikasi di ponsel pintar (Melanda, 2019). Melalui layanan E-Link nasabah dapat melakukan transaksi tanpa terbatas oleh waktu buka kantor LPD, cakupan transaksi yang mampu menjangkau berbagai wilayah tanpa batas, dan banyak fitur layanan yang disediakan seperti pembayaran listrik, pembayaran cicilan kartu kredit, telepon, handphone, asuransi, pembelian pulsa, transfer untuk keperluan usaha ataupun transfer untuk biaya sekolah anak dan transfer untuk keperluan lainnya, serta akses informasi saldo dan mutasi rekening yang paling sering diperlukan oleh masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pribadi ataupun membantu aktivitas usaha. Layanan E-Link yang digunakan oleh LPD berdasarkan informasi hasil wawancara mendalam diantaranya adalah layanan E-Link yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) berupa internet banking BPD Bali, layanan E-Link yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nama BRILink, E-Link yang bekerjasama dengan PT. Arindo Pratama yang dikenal dengan sistem Arindo, dan LPD digital yang dapat diakses secara mandiri melalui smartphone masing-masing nasabah. LPD digital merupakan layanan E-Link yang bekerjasama dengan PT. USSI Corp untuk membantu manajemen transaksi secara online di LPD. Kerjasama pemanfaatan LPD digital merupakan program inti BadanmKerjasama LembagamPerkreditan Desamm(BKSmLPD) se-Bali. Kombinasi penggunaan layanan E-Link di LPD dari berbagai sistem dilakukan oleh manajemen LPD dengan tujuan untuk memperluas kerjasama akses transaksi keuangan sehingga biaya transaksi juga dapat ditekan, termasuk juga untuk memperbanyak fitur layanan yang dapat disediakan oleh LPD karena pada satu sistem belum mampu mengakomodir seluruh jenis layanan transaksi seperti misalnya sistem Arindo belum dapat digunakan untuk pembayaran samsat online sehingga ini dilengkapi oleh fitur layanan dari internet banking Bank BPD Bali.
Berbagai bentuk kemudahan dan kebermanfaatan yang ditawarkan dalam layanan E-Link didalam mengakomodir keperluan transaksi keuangan masyarakat menyebabkan penyediaan layanan E-Link dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan atau menggunakan jasa layanan ini apalagi ditengah situasi saat ini yaitu di masa pandemi COVID 19 yang lebih mengedepankan less contact economy tentunya akan semakin mendorong keinginan dan sikap masyarakat untuk menggunakan jasa layanan E-Link tidak terkecuali bagi masyarakat di pedesaan. Teori TAM juga menyatakan bahwa persepsi atas kebermanfaatan atau sering disebut dengan perceived usefulness serta persepsi atas kemudahan yang sering disebut dengan perceived easy of use dimana di dalam penerapan atas teknologi informasi akan mendorong sikap pengguna terhadap pemakaian teknologi informasi. Semakin nasabah atau masyarakat percaya dan merasakan kebermanfaatan layanan  yang ditawarkan oleh pihak LPD maka akan semakin sering nasabah tersebut menggunakan jasa layanan yang ditawarkan oleh LPD tersebut. Semakin terbukanya masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan seperti LPD maka pencapaian financial inclussion akan semakin optimal. Menurut Abubakar & Handayani (2019), financial inclussion dapat diartikan sebagai sebuah proses kenaikan atas kesempatan serta masyarakat yang berpartisipasi di dalam melakukan akses mengenai keuangan yang mana khususnya diberikan pada masyarakat yang unbanked. Financial inclussion juga diberikan definisi dimana merupakan suatu hak yang mana dimiliki oleh setiap orang dalam mengakses serta mendapatkan layanan secara penuh dari seluruh lembaga keuangan dengan baik dan selalu mendapatkan kehormatan secara penuh terhadap harkat serta martabat orang tersebut (Septiyani, 2019). Pelayanan E-Link tentunya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan jasa layanan lembaga keuangan dengan berbagai kemudahan dan kebermanfaatan yang akan mendorong peningkatan dalam partisipasi yang diikuti oleh masyarakat dalam melakukan akses di bidang keuangan yang mana secara khusus ditujukan pada masyarakat yang unbanked, oleh karena itu menunjukkan jika financial inclussion tercapai. Penelitian ini menghasilkan suatu hal yang sama dengan penelitian oleh Eltin (2019) yang mana ditemukan jika suatu kepercayaan, persepsi atas kegunaan serta kemudahan mampu memberikan efek yang sifatnya signifikan pada memiliki keniatan berperilaku dengan berpedoman pada financial technologi sebagai salah satu sarana teknologi yang telah dikembangkan oleh BI untuk meningkatkan Financial Inclussion. Nurfalah dan Aam (2019) juga membuktikan bahwa aplikasi connected dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan.
Hasil analisis kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil analisis kualitatif yang menyatakan bahwa layanan E-Link memberikan berbagai bentuk kemudahan seperti layanan transfer dan pembayaran online yang dapat dilakukan secara mandiri ataupun dibantu oleh petugas LPD tanpa harus pergi jauh ke bank. Akan tetapi berdasarkan hasil kategorisasi data diperoleh hasil bahwa penilaian pengguna layanan terhadap kebermanfaatan E-Link Service yang disediakan oleh LPD berada pada kategori sedang yang disebabkan oleh implementasi pemanfaatan E-Link Service oleh LPD yang terkategori dalam tahap pengenalan karena baru terprogram dan diimplementasikan mulai tahun 2020 sehingga masih memerlukan edukasi-edukasi berkelanjutan yang optimal kepada masyarakat pedesaan yang masih awam akan teknologi.
Pengaruh Perceived Risk Management pada Financial Inclussion
Hipotesis yang kedua diterima berdasarkan hasil analisis regresi yang menyatakan bahwa Perceived Risk Management berpengaruh positif pada Financial Inclussion yang berarti bahwa semakin masyarakat memiliki persepsi yang baik terkait dengan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan di LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. 
Perceived risk management diartikan sebagai suatu persepsi yang dimiliki nasabah tentang ketidakpastian, ketidaknyamanan, serta suatu konsekuensi yang sifatnya negatif yang mana kemungkinan dihadapi oleh nasabah dalam proses penggunaan produk atau jasa layanan suatu perusahaan (Chin, 2015). Masyarakat atau nasabah yang percaya bahwa LPD tersebut telah dikelola secara baik sehingga terhindar dari berbagai bentuk risiko, ketidaknyamanan, ketidakpastian atau bahkan konsekuensi negatif, maka hal ini tentu saja akan mendorong sikap para nasabah atau masyarakat untuk senantiasa menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh LPD. 
Berbagai jenis risiko utama yang umumnya melekat pada lembaga keuangan termasuk juga pada LPD yang juga menjadi fokus utama penilaian dari para nasabah atau masyarakat diantaranya risiko fraud, risiko privasi, dan risiko informasi. Risiko fraud yang berkaitan dengan risiko kecurangan yang biasanya pihak manajemen lakukan mampu memberikan berbagai kerugian yang berhubungan dengan financial kepada  nasabah, risiko privasi yang berkaitan dengan risiko penyebaran informasi pribadi nasabahyang bersifat rahasia, dan risiko informasi yaitu berkaitan dengan risiko atas informasi yang tidak relevan dan tidak akurat yang diberikan oleh manajemen lembaga keuangan. LPD yang mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa berbagai macam risiko seperti risiko fraud, risiko privasi, dan risiko informasi yang dapat merugikan nasabah tersebut tidak pernah terjadi karena adanya manajemen risiko yang baik oleh pihak LPD, maka nasabah atau masyarakat akan semakin loyal untuk bertransaksi menggunakan jasa layanan LPD dan sikap inilah yang akan semakin mendorong peningkatan Financial Inclussion. Penelitian ini mendapatkan dukungan dari penelitian lain dari Putra dan Puspita (2019), dimana dijelaskan di penelitian tersebut jika secara bersama-sama persepsi dari risiko, kepercayaan, suatu manfaat serta kemudahan di dalam penggunaan mampu memberikan efek pada penggunaan atas internet banking yang mana ini merupakan sebuah layanan jasa  yang ditawarkan oleh perbankan. Hasil ini juga didukung oleh teori perilaku konsumen dari Kotler and Keller (2012) yang menyatakan bahwa perilaku penggunaan suatu produk atau layanan salah satunya dipengaruhi oleh faktor psikologi yang terdiri dari persepsi, motivasi, keyakinan, dan pengetahuan. Persepsi nasabah atau masyarakat terkait dengan pengelolaan risiko atas produk atau layanan suatu lembaga keuangan seperti LPD sangat berpengaruh terhadap penggunaan layanan yang disediakan oleh LPD tersebut. 
Dari hasil analisis kualitatif juga dapat disimpulkan bahwa nasabah merasa aman bertransaksi di LPD karena mendapatkan bukti transaksi yang terbentuk dari sistem online secara langsung dan juga nasabah akan menerima informasi melalui pesan sms jika dana simpanan mereka sudah terinput dalam sistem LPD dan telah menambah saldo rekening mereka di LPD demikian juga sebaliknya untuk transaksi penarikan dana, akan tetapi berdasarkan hasil kategorisasi data persepsi nasabah terhadap pengelolaan risiko (perceived risk management) masih tergolong sedang. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya kasus-kasus penyelewengan dana oleh karyawan LPD yang berdampak pada ketidakamanan dana nasabah apalagi terdapat pemberitaan bahwa terjadi satu kasus penyimpangan dana oleh karyawan di LPD Rendang pada akhir tahun 2019, tentu saja memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengembalikan kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap keamanan layanan LPD. LPD harus terus melakukan pembenahan didalam sistem pengendalian internal yang juga dapat dibantu oleh pengamanan melalui penggunaan teknologi berbatas otorisasi akses didalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
Pengaruh Tri Hita Karana pada Financial Inclussion
Hasil regresi menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang berarti bahwa Tri Hita Karana berpengaruh positif pada Financial Inclussion yang berarti bahwa semakin LPD mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana didalam aktivitas operasionalnya yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat sekitar maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. 
LPD sebagai salah satu lembaga keuangan yang dibentuk secara khusus berdasarkan PeraturanmDaerahmProvinsi BalimNomorm4 Tahun 2019 tentang Desa AdatmdimBali yang juga beroperasional atas dasar hukum Desa Adat di Bali memiliki keunikan yaitu berkedudukan di wewidangan desa adat, dan desa adat yang mana dijadikan sebagai suatu kesatuan dari masyarakat hukum adat yang berpedoman pada prinsip Tri Hita Karana dimana di bersumber dari suatu kearifan lokal yang disebut dengan Sad Kerthi, yang di dalamnya terdapat nilai budaya dan juga kearifan lokal yang ada di Bali. Atas dasar itulah LPD harus senantiasa memegang teguh dan mengimplementasikan filosofi budaya Tri Hita Karana sebagai budaya organisasi.
Implementasi budaya organisasi juga diyakini dapat mempengaruhi kepuasan pengguna yang pada akhirnya berdampak pada perilaku nasabah dalam penggunaan layanan. Pernyataan itu relevan dengan penelitian oleh Qamariah (2019), dimana dijelaskan jika budaya yang dimiliki organisasi mampu memberikan efek pada penggunaan suatu layanan oleh konsumen. Filosofi budaya Tri Hita Karana yang terdiri dari konsep Parahyangan, Palemahan dan Pawongan yang dijadikan sebagai budaya organisasi LPD merupakan konsep yang dapat mendekatkan LPD dengan para nasabahnya. Dalam konsep Parahyangan, tata kelola LPD harus memperhatikan adanya eksistensi dari perwujudan bangunan suci. Di tempat suci komunitas manusia dapat melakukan sujudnya  kepada Tuhan. Dengan implementasi ini maka setiap karyawan LPD menjadi mampu mengimplementasikan ajaran agama melalui baiknya hal yang dipikirkan, baiknya sesuatu yang dikatakan, serta baiknya sesuatu dilakukan. Sujud bakti kepada Tuhan juga akan membawa umat manusia menuju pikiran yang suci, dan ketulusan dalam memberikan pelayanan dengan penuh itikad baik kepada para nasabah atau masyarakat, sehingga masyarakat selaku nasabah menjadi nyaman didalam melakukan transaksi di LPD. Dalam aspek Pawongan, pengelola LPD harus menghormati hak-hak individu dan memberikan pandangan dari manusia ke manusia lain yang mana sebagai seseorang yang setara serta sepadan, baik itu bagi karyawan ataupun bagi masyarakat selaku konsumen LPD. Melalui implementasi ini, tentu semakin mempererat rasa kebersamaan diantara para karyawan dan juga semakin menciptakan loyalitas nasabah kepada LPD. Dan dalam aspek Palemahan, LPD juga memperhatikan lingkungan alam melalui wujud menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi para karyawan dan bagi para nasabah yang berkunjung. Berbagai bentuk kenyamanan baik dari segi kenyamanan psikologi yang tercipta melalui komunikasi yang harmonis (pawongan), penerimaan pelayanan prima yang dirasakan oleh nasabah atau masyarakat melalui ketulusan dan itikad baik para karyawan LPD (parahyangan), dan situasi tempat pelayanan yang bersih (palemahan) tentunya akan mendorong keinginan dan sikap para nasabah atau masyarakat untuk bertransaksi menggunakan jasa layanan LPD dan sikap inilah yang akan semakin mendorong peningkatan Financial Inclussion.
Dari hasil analisis kualitatif juga dapat disimpulkan bahwa karena perasaan nyaman dengan layanan LPD, aman dengan layanan LPD, dan dipermudah juga oleh adanya layanan E-Link berdampak pada semakin seringnya nasabah LPD dan bahkan masyarakat non nasabah LPD menggunakan akses layanan LPD didalam bertransaksi keuangan. Namun berdasarkan hasil kategorisasi data diperoleh informasi bahwa Financial Inclussion masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori sedang, dan jika ditinjau lebih mendalam dalam pernyataan hasil kuesioner yang diberikan kepada nasabah banyak nasabah yang memberikan penilaian tidak setuju pada pernyataan “saya lebih sering bertransaksi secara nontunai menggunakan E-Link daripada bertransaksi secara tunai dalam menjalankan usaha”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan E-Link di LPD masih belum optimal yang tentunya disebabkan oleh masih awamnya masyarakat pedesaan terhadap teknologi akan tetapi hal ini harus semakin memacu LPD menjadi lembaga di bidang keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang mampu  dekat dengan masyarakat pedesaan untuk terus mengedukasi para nasabahnya dan tentunya juga mengedukasi seluruh masyarakat yang berada pada lingkup desa adat masing-masing terkait pemanfaatan teknologi didalam melakukan transaksi keuangan, dan semakin memperkenalkan berbagai bentuk jasa layanan yang disediakan oleh LPD yang sangat bermanfaat dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti produk tabungan dengan suku bunga yang tinggi hingga penyediaan produk kredit yang dapat membantu peningkatan usaha masyarakat.

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI
Kesimpulan
Atas dasar analisis atas hasil dari penelitian serta pembahasan yang dijelaskan di atas, adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:
1. E-Link Service berpengaruh positif pada Financial Inclussion yang berarti bahwa semakin masyarakat merasakan kebermanfaatan E-Link Service yang diberikan oleh pihak LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. 

2. Perceived Risk Management berpengaruh positif pada Financial Inclussion yang berarti bahwa semakin masyarakat memiliki persepsi yang baik terkait dengan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan di LPD maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. 

3. Tri Hita Karana berpengaruh positif pada Financial Inclussion yang berarti bahwa semakin LPD mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana didalam aktivitas operasionalnya yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat sekitar yang akan memberikan peningkatan pula pada inklusi keuangan masyarakat yang berarti bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi menggunakan akses layanan lembaga keuangan yaitu LPD. 
Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi tidak meninjau lebih mendalam pada persepektif eksternal seperti regulasi terkait LPD untuk menilai peran LPD didalam membantu peningkatan financial inclussion. Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperdalam dan memperluas kajian dengan mendeskripsikan regulasi terkait LPD dan implementasinya untuk meninjau optimalisasi peran LPD didalam membantu peningkatan financial inclussion khususnya bagi masyarakat pedesaan.
Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kategorisasi data yang berasal dari penilaian para nasabah diperoleh hasil bahwa secara umum nasabah memberikan penilaian terhadap kebermanfaatan E-Link Service yang disediakan oleh LPD berada pada kategori sedang, secara umum Perceived Risk Management nasabah pada LPD berada pada kategori sedang, secara umum nasabah memberikan penilaian implementasi Tri Hita Karana pada LPD berada pada kategori sedang, dan secara umum Financial Inclussion masyarakat pedesaan terhadap jasa layanan LPD terkategori sedang. Maka dari itu yang dihasilkan dari penelitian ini mampu dijadikan sebuah pedoman untuk para manajemen dari LPD dalam melakukan peningkatan ataupun berbagai bentuk perbaikan untuk menuju pemberian layanan E-Link Service secara prima, pengimplementasian Risk Management dan konsep Tri Hita Karana secara lebih optimal untuk semakin mengoptimalkan pengunaan layanan jasa LPD dari para nasabah atau masyarakat. Peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa layanan LPD tentunya akan sangat mendorong pertumbuhan LPD karena berdasarkan hasil penelitian ini juga telah terbukti bahwa E-Link Service, Perceived Risk Management dan konsep Tri Hita Karanaberpengaruh positif pada Financial Inclussion.
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